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MOTTO

@D 345 405

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
janganlah kamu membawa (urusan ) harta itu kepada para hakim dengan maksud
agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,

padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah Ayat 188)
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ABSTRAK

Fathur Alfin Prasetyo Putra, 200202110019, 2024, Efektivitas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Pelaku Bisnis
Pakaian Bekas (Thriff) Di Kota Madiun Perspektif Maslahah, Skripsi,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Dosen Pembibing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Peraturan Menteri; Maslahah

. Pemerintah mengeluarkan larangan jual beli pakaian bekas impor yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hal
tersebut mengakibatkan permasalahan dalam ekonomi di Indonesia, karena
munculnya pakaian bekas impor ini terdapat bahaya yang ditimbulkan dan juga
mementingkan hasil untuk diri sendiri. melihat bahaya yang ditimbulkan oleh
pakaian bekas impor, pemerintah mengeluarkan larangan tersebut, tetapi dalam
praktiknya masih banyak yang mengenyapingkan dari larangan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas
impor di Kota Madiun. Serta, mengetahui tinjauan maslahah terhadap larangan
jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapatkan dari data primer dan
sekunder. Data primer melalui wawancara kepada Dinas Perdagangan, penjual,
pembeli, kemudian dokumentasi. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-
undang, buku, dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa larangan jual beli
pakaian bekas yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Madiun belum efektif karena
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perdagangan serta tidak adanya
sanksi yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan dan dari pihak penjual maupun
pembeli masih melakukan transaksi dengan beralasan pasarnya masih luas dan
untuk memenuhi kebutuhan, dari sisi maslahah peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat kemudian dalam
mendapatkan harta hal tersebut sudah melalui cara yang halal (Dharuriyyah),
membantu ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan penjual sehingga sangat
berpengaruh  terhadap pemasukan perekonomian penjual (Hajiyyah),
kemaslahatan yang sifatnya tersier (7ahsiniyyah).
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ABSTRACT

Fathur Alfin Prasetyo Putra, 200202110019, 2024, The Effectiveness of
Regulation of the Minister of Trade No. 40 of 2022 on Second-Hand
Clothing (Thrift) Business Actors in Madiun City from a Maslahah
Perspective, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr.
Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Legal Effectiveness; Ministerial Regulation; Maslahah

The government has issued a ban on the sale of imported second-hand
clothing as stipulated in Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022. This
has led to economic issues in Indonesia due to the dangers posed by these
imported second-hand garments, which also prioritize personal gain. While the
government has recognized the threats associated with imported second-hand
clothing and implemented this ban, many people continue to disregard it in
practice.

The purpose of this study is to assess the effectiveness of Minister of
Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the prohibition of imported
second-hand clothing sales in Madiun City, as well as to evaluate the benefits of
this ban from a maslahah perspective.

The research method employed is an empirical legal study with a
sociological-legal approach. Data is collected from both primary and secondary
sources. Primary data is obtained through interviews with the Trade Office,
sellers, and buyers, along with documentation. Secondary data consists of laws,
books, and journals.

Based on the research findings, the ban on the sale of second-hand
clothing issued by the government under Minister of Trade Regulation Number 40
of 2022 in Madiun City has not been effective due to insufficient socialization by
the Trade Office and the lack of sanctions enforced. Sellers and buyers continue to
engage in transactions, citing a wide market and the need to fulfill consumer
demands. From a maslahah perspective, the regulations can protect public health
and ensure that wealth is acquired through halal means (Dharuriyyah), support the
local economy, and meet sellers' needs, which significantly impacts their income
(Hajiyyah). Furthermore, the regulation also promotes tertiary benefits
(Tahsiniyyah).
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jual beli pakaian impor atau barang bekas masih banyak di
Indonesia khususnya di Kota Madiun. Penjualan baju bekas online
maupun offline kini menjamur dalam platform took online, bisa ditemui
penjualan baju-baju bekas yang harganya sangat terjangkau dan banyak
diskon untuk memikat hati pelanggannya, bahkan pihak penjual juga
menawarkan baju bekas per bal untuk seseorang yang ingin membuka
usaha sendiri di kotanya masing-masing.

Di Indonesia, mengacu pada survei goodstats dalam preferensi
gaya fasion anak muda saat ini mayoritas mengaku sudah pernah
membeli baju bekas hasil thrifting. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS)
dalam datanya, impor barang pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22
ton pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan kenaikan impor pakaian
bekas yang sangat melonjak dibandingkan pada 2021 yang hanya
mencapai 8 ton.!

Usaha dalam bidang jual beli thrift tidak hanya menawarkan
barang bekas yang bermerek dan ternama saja tetapi juga barang-barang

yang masih layak untuk digunakan maka baju barang bekas tersebut

! Fitri Nur Hidayah, “Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting - GoodStats
Data,” diakses 24 April 2024, https://data.goodstats.id/statistic/ada-494-masyarakat-indonesia-
pernah-melakukan-thrifting-sP7wi.



masih bisa untuk digunakan dan dijual kembali meskipun barang tersebut
tidak bermerek dan tidak ternama.?

Thrift merupakan istilah yang muncul setelah berbagai istilah jual
beli merupakan barang bekas seperti halnya, second hand, loak. Thrift
merupakan barang bekas yang dijual Kembali, jual beli thrift
diperkirakan muncul sejak 1980-an. Awal perkembangan thrift di wilayah
perbatasan seperti Sumatra, Batam, Kalimantan, sampai Sulawesi
menjadi tempat utama impor pakaian bekas. Seiring berjalannya waktu,
bisnis tersebut mulai masuk di pulau Jawa. Tetapi karena kebanyakan
orang masih gengsi, maka pedagang yang menjual barang tersebut
menjualnya dengan nama barang impor bukan dengan nama barang
bekas.®

Pengelolaan barang bekas yang sudah tidak terpakai tersebut
menjadi barang yang layak untuk dipakai sehingga bisa bermanfaat dan
hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang dapat membawa
perubahan di masa depan. Selain mengurangi penumpukan sampah,
memanfaatkan barang bekas yang masih layak digunakan juga bisa
menghindarkan dari kata mubadzir, dimana seseorang tidak melakukan
pemborosan terhadap barang-barang yang telah dibeli, karena dalam hal
ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berperilaku

hemat.

2 Fitri Nur Hidayah.
% Hestia, “Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang — XT Square,” 16 Juni 2023,
https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/.



Jual beli pakaian beks impor bisa dijumpai di ruko-ruko dan di
Sunday Market Kota Madiun yang beralamatkan di Sungai Bantaran Jl.
Ahmad Yani. Awal mula Sunday Market tersebut adalah Car Free Day
(CFD) atau pasar yang diadakan hanya hari minggu tersebut berada di J1.
Pahlawan Kota Madiun, pasar yang hanya diadakan setiap hari minggu
pagi pada jam 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Kegiatan tersebut terdapat banyak pedagang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang banyak menjuak dagangannya. Pasar
tersebut diubah nama oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 4
Agustus 2019 dengan nama Sunday Market kemudian dipindahkan di
dekat Sungai bantaran karena jalan Pahlawan merupakan jalur protokol
yang dipenuhi pedagang kendaraan bermotor sehingga tidak lagi
digunakan tempat untuk berolahraga. Sunday Market di Madiun saat ini
menjadi ikon bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya.*

Di Sunday Market Kota Madiun pedangan bisa berinovatif dan
kreatif dalam melakukan usahanya. Dilihat dari kegiatannya, pembelian
pakaian bekas impor ini peminatnya bukan hanya dari kalangan remaja
saja tetapi sampai orang dewasa dan anak kecil sehingga pakaian bekas
impor ini sangat digemari oleh masyarakat di Kota Madiun.

Tetapi dalam praktiknya transaksi jual beli mempunyai etika dan
aturan sendiri yang menurut hukum Islam agar mendapat keberkahan

harta dan bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammda Saw. Kegiatan jual

* Advertorial, “Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal,” detiknews, diakses 15
Oktober 2023, https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiun-
serap-ratusan-pedagang-lokal.



beli muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehingga hal
tersebut merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menutupi dan
melindungi tubuh.

Pada zaman sekarang sudah tidak asing dengan pakaian bekas
yang dijual dengan harga terjangkau, tetapi dalam hal ini masyarakat
sering mengenyampingkan bahaya yang ditimbulkan karena kurangnya
pemahaman dan informasi, mulai dari adanya bakteri atau kuman yang
bisa merugikan bagi kesehatan tertuama pada kulit manusia yang bisa
menyebabkan infeksi dan iritasi, karena baju atau pakaian bekas banyak
mengandung bakteri atau kuman. Keadaan tersebut harus menjadi
perhatian yang lebih terhadap pithan untuk membeli pakaian bekas
impor, seperti dikutip dari media berita viva,co.id, memaparkan
pemerintah sudah mengeluarkan larangan menggunakan pakaian bekas,
karena didalam pakaian bekas mengandung banyak bakteri atau kuman
yang berbahaya, pakaian bekas tersebut berpotensi menyebabkan
penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.’

Thrifting akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan terkait
permasalahan perekonomian di negara Indonesia karena membludaknya

pelaku usaha yang hanya mementingkan dirinya sendiri seperti halnya

® Ichsan Suhendra dan Diza Liane Sahputri, “Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya
Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3,” VIVA.co.id, diakses 17 Oktober 2023,
https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-pemerintah-larang-thrifting-
ternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3.



mementingkan  hasil dari pada barang yang berkualitas,®
mengenyampingkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Meskipun sudah dilarang, tetapi dalam praktiknya masih banyak pelaku
usaha yang menghiraukan aturan tersebut, khususnya di Kota Madiun.

Peneliti sudah melakukan observasi dan masih banyak orang
yang menjual pakaian bekas impor, sedangkan sudah ada aturan dari
pemerintah yang melarang akan hal tersebut. Ketentuan tersebut tertuang
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 kemudian
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
yaitu pakaian bekas dilarang untuk ekspor maupun impor di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam keadaan tersebut, memberikan suatu motivasi yang besar
dan menarik untuk diteliti dan dicermati. Sehingga dengan adanya
pemaparan permasalahan diatas, sehingga melakukan penelitian dan
melakukan tinjauan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor di
Kota Madiun dengan judul “Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (7hrift) di

Kota Madiun Perspektif Maslahah”.

B. Rumusan Masalah
Berdasrkan deskripsi latar belakang diatas, maka peneliti

menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

® Aiso Ise Tumangger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor
Pakaian Bekas,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 9 (30 September 2023): 2,
https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581.



1. Bagaimana efektivitas larangan jual beli Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan
pakaian bekas impor di Kota Madiun?

2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap larangan jual beli pakaian

bekas impor di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari
penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas
impor di Kota Madiun.

2. Untuk menganalisis tinjauan maslahah terhadap larangan jual beli

pakaian bekas impor di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, sehingga
dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun
2022 tentang penjualan pakaian bekas impor dapat dijalankan
dengan baik.
b. Untuk menambah kajian referensi dan literatur mengenai
efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor.



2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran komprehensif, pemahaman dan pengetahuan bagi para
pembaca mengenai hukum, khususnya mengenai penjualan pakaian
bekas impor apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hasil penelitian ini diharapkan
akan menjadi masukan bagi para pihak, diantaranya:
a. Bagi Masyarakat
Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya
peraturan tersebut mengenai bahaya pakaian bekas impor,
b. Bagi Penjual
Memberikan pemahaman bagi penjual agar mematuhi peraturan
yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga penjual sadar
dan tidak menjual pakaian bekas impor lagi.,
c. Bagi Dinas Perdagangan
Penelitian ini diharapkan memberikan bahan evaluasi untuk dinas
perdagangan sebagai sisi penegak hukum agar peraturan tersebut
dapat berjalan efektif. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dan
mendapatkan solusi terhadap permasalahan dalam penjualan

pakaian bekas impor khususnya di Kota Madiun.



E. Definisi Oprasional
1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia efektif merupakan efek atau akibat, pengaruh, atau
membawa hasil. Kemudian efektivitas adalah pengaruh keefektifan
yang berarti keadaan yang dapat berpengaruh, sesuatu yang berkesan
atau keberhasilan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan merupakan perturan atau kebijakan
yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan langsung di suatu negara.
Setiap negara terdapat struktur pemerintahan yang berbeda-beda,
sehingga struktur peraturan dalam suatu negara tersebut berbeda-beda.
Peraturan menteri perdagangan umumnya mencangkup aspek
perdagangan, termasuk regulasi terkait impor maupun ekspor,
kemudian standar perdagangan, kebijakan investasi, kemudian hal-hal
yang berkaitan dengan sektor perdagangan.

3. Pakaian Bekas (thrift)

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai atau
digunakan kemudian dijual kembali oleh pemilik karena si pemilik
merasa bosan atau pakaian tersebut terdapat nilai jual yang tinggi
sehingga pakaian tersebut masih layak untuk dijual dengan syarat
pakaian tersebut masih bagus, tidak cacat. Pakaian bekas impor sering

kita jumpai ditempat-tempat ramai yang sering masyarakat kunjungi



seperti di mall, pasar, ruko-ruko thrift, ruko ruko thrift tersebut tidak
hanya menjual pakaian bekas impor saja tetapi juga menjual celana,
sepatu, topi, ikat pinggang, tas dan barang-barang lainnya yang

bermerek.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika
pembahasan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas
dan terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang saling berkaitan
satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan dalam
pembahasannya. Adapun penjelasan sistematika pembahasan ini dapat
diuraikan sebagai berikut:

Pada bab pendahuluan terdiri dari sub bab pertama berupa latar
belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan
dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat.
Sub bab kedua merupakan rumusan masalah untuk jawaban atas
permasalahan hal tersebut bertujuan untuk petunjuk arah penelitian. Sub
bab ketiga merupakan tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas
permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat merupakan manfaat
penelitian, dimana dalam sub bab ini terdiri dari manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Sub bab kelima merupakan definisi oprasional dalam sub
bab ini terdapat penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam
penelitian ini. Sub bab keenam merupakan sistematika pembahasan,

meliputi gambaran struktur dari penelitian ini.
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Pada bab tinjauan pustaka berisi pemikiran atau konsep-konsep
yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan analisis masalah serta
berisi perkembangan data dan informasi, baik itu subtansial maupun
metode-metode yang relevan dalam penelitian yang dikaji. Landasan
konsep dan teori-teori yang ditemukan dapat digunakan dalam
menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Pada bab metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (sociolgical jurisprudensce).
Lokasi penelitian di Kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun, yang
beralamatkan di JI. Salak No. 67, Kecamatan Taman Kota Madiun. Sunday
Market Kota Madiun yang beralamatkan di JI. Ahmad Yani Kota Madiun.
Ruko-ruko Thirft yang ada di Kota Madiun. Jenis dan data penelitian
meliputi wawancara dan dokumentasi, serta data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Selanjutnya proses teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengedit, mengklasifikasi, memverifikasi, dan menganalisis data
kemudian penarikan kesimpulan.

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam
mengenai temuan tersebut. Sub bab ini memiliki peran sentral dalam
skripsi karena bab ini memberikan jawaban terhadap rumusan masalah

yang sudah diangkat diawal, kemudia menghasilkan penelitian yang sesuai
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dan terarah dengan apa yang sudah diharapkan dan sesuai dengan tujuan
dan manfaat penelitian.

Pada bab kesimpulan berisi dari hasil pembahasan penelitian
yang disimpulkan penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang
ditetapkan dalam penelitian. Kemudian terdapat saran yang berisi usulan
ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan manfaat terkait

topik penelitian.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Setelah menelaah karya ilmiah yang sudah ada, baik dari internet,
buku, jurnal, dan skripsi penelitian-penelitian dari berbagai universitas,
penelitian yang digunakan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama
kali membahas tentang pakaian bekas impor, tetapi sudah ada banyak
penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek pakaian
bekas impor, namun berbeda fokus kajian dan perspektif kajian terkait.
Penelitian itu diantaranya:
1. Skripsi ditulis oleh Fahrurrozaki
Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozaki yang berjudul “Tinjauan
Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang
Larangan Pakaian Bekas” Dalam penelitian tersebut menyatakan
bahwasannya peraturan tentang larangan pakaian bekas impor tersebut
hanya untuk menjaga masyarakat terhindar dari firus yang
menyebabkan penyakit pada kulit.”
Dalam peraturan tersebut tidak terdapat kemudahan atau
keringanan kepada subjek, sehingga tujuan utama dalam peraturan

tersebut untuk menjaga kesehatan

” Fahrurrozaki Fahrurrozaki, “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundanggan Di Indonesia
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019),
http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/.

12
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masyarakat saja, kemudian kebijakan larangan pakaian bekas
ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, sehingga larangan
pakaian bekas impor tersebut ditetapkan berdasarkan Sadd Al-
Dhari’ah dalam perlindungan kesehatan para konsumen unutk
memenuhi  kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama
membahas tentang peraturan larangan pakaian bekas impor. Adapun
perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian
terdahulu menggunakan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2014
tentang perdagangan ditinjau dari Sadd Al-Dhari’ah. Sedangkan
penulis menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dengan menggunakan teori
maslahah.
2. Jurnal ditulis oleh April Naldi, Kastulasi, Nur Hidayat

Jurnal yang ditulis oleh April Naldi, Kastulasi, Nur Hidayat yang
berjudul “Studi Komperatif Peredaran Barang Impor Bekas
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:51/M-
DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
6/PMK.010/2022”.

Penelitian tersebut bertujuan untuk menngetahui standar nilai
ekonomis  Peraturan = Menteri  Perdagangan =~ Nomor:51/M-

DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
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6/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi secara garis besar
barang impor bisa masuk ke Indonesia, tetapi secara khusus terdapat
peraturan dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-
Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi
bertabrakan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga peraturan
tersebut hanya melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan disisi
lain juga melindungi industri lokal dari banyaknya penjual pakaian
bekas impor.8

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama
meneliti tentang peraturan menteri perdagangan atas larangan barang
bekas impor dan ekspor. Adapun perbedaan penelitain terdahulu
dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan studi
komparatif kemudian menggunakan peraturan menteri perdagangan
Nomor :51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 6/PMK.010/2022, sedangkan penulis menggunakan peraturan
terbaru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

3. Skripsi ditulis oleh Suhaemi Sudin

Skripsi yang ditulis oleh Suhaemi Sudin yang berjudul “Jual Beli

Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Perniagaan

Palopo” dalam skripsi tersebut pakaian bekas di pusat niaga Palopo

8 Apri Naldi, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri KEeuangan Nomor:
6/PMK.010/2022,” t.t.
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diperbolehkan karena tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak
dan juga sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam.®

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sma
meneliti tentang pakaian bekas impor. Perbedaan pada penelitian
terdahulu dengan penulis yaitu, peneliti terdahulu meneliti tentang jual
beli pakaian bekas menurut perspektif hukum islam, sedangkan penulis
lebih fokus kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun
2022.

4. Skripsi ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta dengan
judul “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian
Maslahah Mursalah Di  Pasar Tugu Pahlawan Surabaya”. Dalam
skripsi tersebut menyatakan bahwa kegiatan praktik jual beli pakaian
bekas di pasar tugu pahlawan Surabaya sudah memenuhi syarat dan
rukun jual beli dalam ekonomi silam karena spedagang dengan
pembeli telah menggunakan prinsip suka sama suka dan adanya
kesepakatan bersama. ' Sehingga kesimpulannya sudah mencapai
maslahah mursalah karena dalam praktiknya jual beli tersebut

mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi masyarakat.

° Suhaemi Sudin Suhaemi Sudin, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persfektif Ekonomi lislam Di
Pusat Niaga Palopo”  (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019),
http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/651/.

10 Akbar Galih Pradipta, “Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Maslahah Mursalah di
Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya,” diakses 17 November 2023,
https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-praktik-pakaian-terhadap-maslahah-mursalah-
pahlawan-surabaya.html.
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Persamaan penelti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama
membahas tentang pakaian bekas impor dan menggunakan teori
maslahah. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu
peneliti terdahulu lebih fokus pada sistem jual beli, sedangkan penulis
berfokus pada analisis Pperaturan menteri perdagangan terkait jual beli
pakaian bekas.

5. Skripsi ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana dengan judul
“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota
Jambi” dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa kaidah hukum
berhasil atau gagalnya kaidah hukum unutk mencapai tujuannya, maka
hal tersebut bisa diketahui ketika pengaruhnya berhasil mengatur sikap
tidak atau perilakuu tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau
tidak."*

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama
meneliti terkait peraturan menteri perdagangan. Adapun perbedaan
peneliti  terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu
menggunakan tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-
DAG/PER/7/2015 kemudian penelitian ini  berfokus pada
implementasi, kendala, serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk

mewujudkan peraturan menteri perdagangan terkait larangan impor

' Wahyu Dwi Maulana, Implementasi Peraturan Menteri PEerdagangan Nomor 51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi, 2019.
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pakaian bekas di kota Jambi, sedangkan penulis menggunakan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan

menggunakan perspektif maslahah.

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No Nama, Judul Rumusan Persamaan Perbedaan
dan Tahun Masalah
Penelitian
1 | Fahrurrozaki, 1. Bagaiana Persamaan Perbedaan
Tinjauan Sadd tinjauan Saaq penelitian penelitian
Al-Dhari’ah Al-Dhari’ah | terdahulu dengan | terdahulu
Terhadap terhadap penulis yaitu | dengan penulis
Perundangan di larangan impol sama-sama yaitu
Indonesia pakaian bekay membahas penelitian
Tentang Larangan dalam tentang peraturan | terdahulu
Pakaian Bekas, peraturan larangan pakaian | menggunakan
2019 perundangan | bekas impor. peraturan
di Indonesia? pemerintah
. Bagaimana No.7  Tahun
tinjauan Sadg 2014 tentang
Al-Dhari’ah perdagangan
terhadap ditinjau  dari
sanksi Sadd Al-
larangan impol Dhari’ah.
pakaian bekag Sedangkan
di penulis
perundangan menggunakan
di Indonesia? peraturan
terbaru  vyaitu
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor 40
Tahun 2022
dengan
menggunakan
teori maslahah.
2 | April Naldi, . Bagaimana | persamaan penelitii Persamaan
Kastulasi, Nur perbandinga | terdahulu dengan | penelitian
Hidayat, Studi n antara | penulis yaitu samaj terdahulu
Komperatif peraturan meneliti tentang | dengan penulis
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Peredaran Barang
Impor Bekas
Berdasarkan
Peraturan Menteri
Perdagangan
Nomor:51/M-
DAG/PER.7/2015
Dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor:
6/PMK.010/2022,
Universitas Islam
Negeri Sultan
Syarif Kasim
2023

menteri
perdagangan
Nomor
:51/M-
DAG/PER.7
/2015
Dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor:
6/PMK.010/
20227

peraturan menteri
perdagangan atas
larangan barang be
impor dan ekspor.

yaitu sama-
sama meneliti
tentang
peraturan
menteri
perdagangan
atas larangan
barang bekas
impor dan
ekspor.
Adapun
perbedaan
penelitain
terdahulu
dengan penulis
yaitu
penelitian
terdahulu
menggunakan
studi
komparatif
kemudian
menggunakan
peraturan
menteri
perdagangan
Nomor :51/M-
DAG/PER.7/2
015 Dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor:
6/PMK.010/20
22, sedangkan
penulis
menggunakan
peraturan
terbaru
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor 40
Tahun 2022.

Suhaemi  Sudin,

1. Bagaimana

Persamaan

Perbedaan
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Jual Beli Pakaian praktek jual | penelitian pada
Bekas Dalam beli pakaian | terdahulu dengan | penelitian
Perspektif bekas di | penulis yaitu | terdahulu
Ekonomi  Islam Pasar Niaga | sama-sma dengan penulis
Di Pusat Palopo meneliti  tentang | yaitu, peneliti
Perniagaan (PNP)? pakaian bekas | terdahulu
Palopo, 2019 2. Bagaimaa impor meneliti
perspektif tentang jual
ekonomi beli pakaian
islam bekas menurut
terhadap jual perspektif
beli pakaian hukum islam,
bekas di sedangkan
Pasar Niaga penulis lebih
Palopo fokus kepada
(PNP) Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor 40
Tahun 2022.
Akbar Galih |1. Bagaimana Persamaan penelti | perbedaan
Rendra Pradipta, kegiatan terdahulu dengan | peneliti
Kajian  Praktik | praktik jual penulis yaitu | terdahulu
Jual Beli Pakaian | beli pakaian sama-sama dengan
Bekas Terhadap | bekas di Pasar | membahas penulis  yaitu
Pencapaian Tugu tentang pakaian | peneliti
Maslahah Pahlawan bekas impor dan | terdahulu lebih
Mursalah Di | terhadap menggunakan fokus pada
Pasar Tugu | perspektif teori maslahah. sistem jual
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B. Kerangka Teori
1. Efektifitas Hukum
a. Pengertian Eefektifitas Hukum

Dikutip oleh Dewi Iriani bahwasannya Menurut Hans
Kelsen, efektifitas hukum itu sama dengan validitas hukum.
Dimana validitas hukum ini berarti norma-norma hukum yang
mengikat, sehingga manusia wajib berbuat sesuai yang diharuskan
oleh norma-norma hukum. Efektifitas hukum mempunyai arti
bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum dan
harus dipatuhi. Namun peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah  tersebut  sering  dilanggar, sehingga tujuan
dikeluarkannya peraturan tersebut menjadi tidak efektif.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dutetapkan.
Menurut Soerjono Sukanto, efektifitas hukum merupakan patokan
mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. Dalam realita
atau tindakan hukum dapat diketahui apabila seseorang
menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal
mencapai tujuannya, maka hal tersebut dapat diukur apakah

berhasil mengatur dalam sikap atau perilaku tertentu sehingga
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tujuan dibuat peraturan tersebut sesuai dengan tujuannya atau
tidak."?

Sehingga efektivitas hukum adalah tercapainya sasaran
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah
pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa
yang sudah direncanakan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Terdapat faktor penegakan hukum yang mempengaruhinya,
dalam bukunya Dewi Iriani menuliskan bahwasannya menurut
Soerjono Soekanto ada lima hal penting yang menjadi faktor

mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut*:

1) Faktor Hukum

Didalam praktiknya faktor hukum ditemukan
terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Dimana pada dasarnya keadilan bersifat abstrak, sedangkan
kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata. Karena
hukum memiliki peranan yang sangat penting didalam
kehidupan masyarakat, hukum bukan hanya menjadi
parameter unutk keadilan, keturunan, ketentraman, dan

ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian

12 Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1993), 49.

3 Dewi Iriani M.H, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia, 2
ed. (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 210—13.
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hukum ditengah-tengah masyarakat dan sebagai sarana
unutk memajukan kesejahteran masyarakat.
Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas penerapan hukum sangat bergantung
pada mentalitas atau kepribadian para penegak hukum.
Meskipun yang ada sudah dirancang dengan baik,
pelaksanaannya akan ditentukan oleh sikap dan tindakan
para penegak hukum.
Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto tanpa dukungan sarana
dan fasilitas dalam penegakan suatu hukum, tidak akan
berjalan efektif, yang dimasksud dengan sarana dan
fasilitas dalam usaha penegakan hukum mencakup tenaga
manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang
terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta
keuangan yang cukup.
Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk
melayani masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting
dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin
masyarakat mematuhi aturan hukum, semakin efektif
penegakan hukum itu berlangsung. Maka semakin bagus

usaha dalam penegakan hukum sehingga meningkatkan
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kesadaran masyarakay terhadap hukum dan memperbaiki
penerapan hukum di tengah masyarakat

Seseorang yang pernah belajar dan mengetahui apa
itu hukum, pada umumnya mereka berpendapat bahwa
yang dinamakan hukum yang baik adalah hukum yang
hidup dalam masyarakat, namun diperlukai kaidah hukum
sebagai alatnya.

5) Faktor Budaya

Nilai-nilai kebudayaan mencangkup hukum yang
berlaku mendasar, sehingga nilai yang baik tersebut wajib
ditaati dan nilai yang buruk harus ditinggalkan. Dalam nilai
kebudayaan di Indonesia hukum adat merupakan hal yang
mendasar yang berlaku pada setiap daerah di Indonesia,
namun hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan
juga berlaku sehingga bisa berjalan dengan beriringan.

Faktor-faktor diatas pendapat dari Soerjono
Soekanto, sehingga hubungan yang terjalin antara satu
dengan lainnya faktor dari tolak ukur penegakan hukum itu
sendiri.**

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat
asas-asas yang bertujuan agar undang-undnag tersebut

berdampak positif, antara lain:

" Mohd Yusuf Daeng M dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum
Dalam Pergaulan Masyarakat,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 5, no. 2 (28 Maret 2023):
1933-37, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306.
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a. Undang-undnag tidak berlaku surut.

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang
lebih tinggi.

€. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga.

d. Undang-undang yang bersifat khusus
mengenyampingkan  undang-undang  yang
sifatnya umum.

e. Undang-undang yang baru membatalkan
undang-undang yang terdahulu.™

c. Kesadaran Hukum
Untuk menciptakan negara yang aman dan damai, maka
pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat,
untuk lebih memudahkan masyarakat mengenal hukum pemerintah
dengan memberikan sosialisasi mengenai hukum baik peraturan
dan undang-undang. dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan
mengenai hukum diharapkan masyarakat akan sadar hukum,
sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tertib akan hukum.
2. Maslahah
a. Pengertian maslahah
Maslahah menurut bahasa berarti manfaat, sedangkan
dalam istilah maslahah adalah mendatangkan segala bentuk

keuntungan atau menghindari segala kemungkinan yang merusak.

5 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta, 1986), 5.
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Manfaat adalah hasil dari segala kenikmatan yang diperoleh
melalui usaha dan segala hal yang berkaitan dengannya. sedangkan
kerusakan adalah mencakup semua akibat yang merugikan dan
menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan
kerusakan tersebut.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah berarti sesuatu
yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum unutk
mewujudkannya dan tidak ada ketegasan hukum untuk
mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas
pengakuannya atau pemba‘[alannya.16

Menurut Ibnu Asyur, maslahah adalah tindakan yang secara
konsisten atau dominan menghasilkan manfaat baik untuk pribadi
maupun masyarakat.

Al-Ghazali memberikan definisi maslahah yaitu, maslahah
dalam pengertian dasarnya mengekspresikan hal mengusahakan
apa yang bermanfaat atau menyinglirkan yang berbahaya, namun
bukan hal tersebut yang dimaksud. Sebab mengupayakan manfaat
atau menyingkirkan bahaya merupakan tujuan setiap makhluk,
sedangkan kebaikan makhluk adalah pencapaian tujuan mereka."’

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa,

maslahah adalah suatu yang dianggap baik oleh akal karena

18 Twan Hermawan M.Pd.I S. Ag, Ushul Figh Kajian Hukum Islam (Kuningan: Hidayatul Quran,

2019), 92.

" Abdul Mun’in Saleh, Madhhab Syafi’i, Kajian Konsep Al-Maslahah (Yogyakarta: Ittaqa Press,

2001), 77.
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mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau
kerusakan baik manusia yang sejalan dengan tujuan syariat dalam
mendatangkan hukum.
b. Syarat-syarat maslahah
Maslahah tidak dapat digunakan sesuka hati, karena
maslahah sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya
persyaratan dimana ia dapat digunakan. Hal tersebut dapat
dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dalam menjaga
sehingga maslahah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada
semu dan saktariat.
Menurut Abdul Wahhab dalam buku Ushul Figh karangan
Satria Effendi menjelaskan beberapa persyaatan dalam maslahah,
yaitu sebagai berikut:'®
1) Sesuatu yang dianggap maslahat hakiki, dimana yang
dimaksud itu benar-benar akan mendatangkan
kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa
dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan
adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat
negatif yang ditimbulkannya.
2) Sesuatu yang dianggap maslahat harus berkaitan dengan
kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Maksdunya dalam konteks pembentukan hukum atau

18 prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A., USHUL FIQH, 1 ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA
GROUP, 2019), 139.
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maslahah  dapat melahirkan kemanfaatan bagi
kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud.

Didalam kaidah islam dijelaskan bahwasannya :

Aslianlly bt e 190 e QLY Cadid
Artinya : “Kebijakan pemimpin harus berdasarkan
kemaslahatan atas rakyatnya.”

3) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori
dharuriyah (kebutuhan pokok). Oleh karena itu, jika
kemaslahatan tersebut bertujuan unutk menjaga atau
mencegah musharat atau bahaya terhadap kebutuhan
pokok tersebut, maka penerapannya dapat diterima.

4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan
disyaratkanya hukum islam

Cc. Macam-Macam Maslahah
Asy-Syaitibi membagi maslahah pada tiga tingkatan, yaitu:19

1) Maslahah daruriyyah (kebutuhan primer), yaitu segala
sesuatu yang ada demi tegaknya kehidupan manusia
untuk menopang kemalahatan agama dan dunia dimana
apabila maqasid ini tidak terpenuhi maka, akan timbul
kekacauan dalam hidup keagamaan, dan keduniaan

manusia.

9 Amir Syarifuddin, Ushul Figih Jilid II (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
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Maslahah Hajiyyah (kebutuhan sekunder), yaitu
maqasid yang dibutuhkan untk memberikan kemudahan
dan menghilangkan kesulitan. Jika hal ini tidak
diperhatikan maka manusia akan mengalami kesulitan
dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan
hartanya.

Maslahah Tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap), yaitu
mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan
adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara

yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.



BAB III

METODE PENEILITAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau
yuridis empiris.”® Dengan menggunakan metode ini, dapat meneliti
tentang peristiwa yang ada di dunia nyata, sehingga dapat berinteraksi
langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian, yaitu
untuk mengumpulkan data-datayang diperlukan selama proses
penelitian, kaitannya dengan penelitian ini, melakukan penelitian
tentang Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Nomor 40 Tahun 2022
Terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (Thrift) Di Sunday Market Kota

Madiun.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan
hukum secara empiris dengan cara terjun ke lapangan.”’ Kaitannya
terhadap penelitian ini, yaitu terjun langsung ke kantor Dinas
Perdagangan dan di Sunday Market Kota Madiun untuk mendapatkan
data-data mengenai peraturan menteri perdagangan terhadap pelaku

bisnis pakaian bekas.

2W.GULO, Metodologi Penelitian (Gramedia, 2010), 26
2! Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007),

10.
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C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini di kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun
yang beralamatkan di Jl. Salak No. 67, Kecamatan Taman, Kota
Madiun. Sunday Market Kota Madiun yang beralamatkan di J1. Ahmad
Yani. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian
karena Sunday market ini menjadi salah satu ikon untuk para
pengusaha mengembangkan bisnisnya. Ruko-ruko yang berada di Kota

Madiun

D. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung oleh penulis pada saat di lapangan.”” Data ini
didapatkan langsung melalui proses wawancara yang dilakukan
dengan pelaku bisnis pakaian bekas impor di Kota Madiun,
pegawai dinas, pembeli.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapatkan penulis
dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum sekunder
yang dimaksud adalah beberapa literatur dokumen seperti
buku, jurnal penelitian terdahulu, dan internet yang dibutuhkan

selama proses penelitian.

2 M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 82.
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E. Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian selalu mengupayakan data yang
valid. Data penelitian merupakan semua informasi yang diperlukan
untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan, metode
pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam
pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa metode yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan
ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan sebuah proses
interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih, yaitu pewawancara biasa disebut dengan interviewer dan
narasumber merupakan orang yang diwawancarai untuk
mendapatkan informasi yang diperoleh dan ditanyakan dalam
tulisan, rekaman secara audio, visual, atau audio visual.?® Kegiatan
tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan
memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber

kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah

* Amiruddin, S.H., M.Hum., Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 84.
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diajukan. Sasaran dalam kegiatan wawancara ini adalah sebagai
berikut:**
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah cara yang dapat dilakukan
penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian,
sehingga penulis memperoleh data yang relevan. Data yang
diperoleh dari tempat penelitian dapat berupa peraturan-peraturan,

laporan kegiatan, foto, dan data yang lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan
menganalisis data-data yang telah dikumpulkan saat di lapangan secara
objektif guna memperoleh hasil penulisan yang baik. Adapun tahap-

tahap dalam pengolahan data, antara lain:

1. Pengeditan

Pengeditan merupakan proses yang dilakukan dalam
penelitian dengan pemeriksaan secara berkala terkait penelitian
sebelumnya, termasuk catatam dam berkas yang sesuai dengan
penulis.data-data kemudian akan diolah ulangagar menjadi lebih

mudah untuk diaphami.

** Suyitno Suyitno, “(PDF) Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya,”
113, diakses 20 Agustus 2024,

https://www.researchgate.net/publication/326957100 Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prins
ip_dan_Operasionalnya.
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2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Proses ini merupakan tahap dimana mengelompokkan data
yang sudah diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Data-
data yang sudah diperoleh harus sesuai berdasarkan kriteria dan
sudah melewati tahap editing. Kemudian data tersebut disususn
dalam bentuk klasifikasi atau pengelompokan yang sesuai.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dimana yang awalnya
kompleks kemudian diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana
agar pembaca mudah untuk menginterpretasikan. Dalam proses
analisis data, data-data yang sudah diperoleh dari wawancara,
dokumentasi, dan catatan lapangan diubah menjadi satuan uraian
untuk  membantu  dalam  pembentukan  hipotesis  dan
pengorganisasian data. Setalah data dari lapangan terkumpul
melalui proses pengumpulan data seperti yang dijelaskan
sebelumnya, kemudian melakukan analisis dan pengolahan data
tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses
penelitian dimana peneliti menyususn hasil analisis data untuk
merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang telah

diidentifikasi sebelumnya. Dalam tahap ini, menguraikan beberapa
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poin yang mencakup kesimpulan terkait dengan pertanyaan yang

diajukan dalam rumusan masalah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian melalui Wawancara
Hasil wawancara ini berfokus kepada efektifitas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang jual beli pakaian
bekas impor di Kota Madiun, sebagai berikut.
a. Subjek Pertama
Nama : Anang Wibowo ST
Alamat : Selosari Baru Magetan
Tanggal Wawancara : 15 Desember 2023
Bapak Anang Wibowo merupakan Sub koordinator
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (Analisis
Perdagangan Ahli Muda).
Peneliti melakukan wawancara terhadap subjek pertama
sebagai pegawai Dinas Perdagangan dan Pariwisata Kota
Madiun, peneliti menanyakan apakah sudah ada
pemberitahuan langsung atau sosialisasi mengenai aturan
tersebut, kemudian bapak anang menjawab “sudah mas, ada
yang kesini dua sampai tiga orang buat minta izin berjualan
tetapi kami tidak memperbolehkan dan saya kasih
pemahaman kalo kita ngasih ijin berarti kita memperbolehkan

jual beli pakaian bekas impor.”

36
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Dalam wawancara tersebut Bapak Anang menjelaskan
bahwasannya dari pihak dinas sudah memberi pemahaman
dan melarang orang yang meminta izin untuk berjualan
pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai ketika
ada orang yang masih nekat berjualan apakah ada sanksi yang
diberikan oleh dinas, Bapak Anang menjawab “Dari kami
tidak ada sanksi ya kalo ada yang minta izin tidak dibolehkan
saja”

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwasannya  pemerintah  pusat belum  melakukan
pemeriksaan yang ketat terkait pakaian bekas yang masuk di
Indonesia, seharusnya pemerintah pusat memperketat
pengawasan yang berada di pelabuhan-pelabuhan yang sering
terdapat pengiriman pakaian bekas untuk mengurangi
penyebaran pakaian bekas impor di Indonesia.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah
ada faktor pendukung dan penghambat terkait implementasi
larangan penjualan pakaian bekas di Kota Madiun, Bapak
Anang menjawab “ya kalo faktor penghambatnya itu masih
banyak orang yang mencari pakaian bekas kalo semakin
banyak yang cari otomatis pihak penjual ya senang saja

melayani kemudian beralasan ini mata pencarian saya”
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Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya
faktor yang menghambat adalah masih banyak orang yag
mencari pakaian bekas impor sehingga dari sisi penjual
semakin bersemangat untuk menjual pakaian bekasnya karena
mereka dengan modal sedikit namun keuntungannya bisa dua
kali lipat.

Kemudian peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut
dengan melakukan wawancara terhadap penjual pakaian
bekas Trisoe Thrift.

b. Subjek Kedua
Nama : Nurlian
Alamat . JI. Panorama Wilis No.A 48,
Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur Kota
Madiun.
Tanggal Wawancara : 18 Maret 2024

Peneliti menanyakan sejak kapan saudara membuka dan
berjualan pakaian bekas impor dan dengan modal berapa
untuk bisnis pakaian bekas impor ini, mas Nurlian menjawab
“saya jualan sejak awal-awal corona mas sampe sekarang kalo
barang biasanya saya ambil di Jogja dan Surabaya dan
modalnya bermacam-macam ya mas saya perball bisa lima

sampai tujuh juta mas.”?

% Nurlian, Wawancara (Madiun, 2024).
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Mas Nurlian menjelaskan bahwa sebelum membuka usaha
thrift mas Nurlian mahasiswa Universitas Malang kemudian
untuk mengisi luang tahun 2020 penjual mencoba untuk
berjualan kemudian yang ramai waktu itu pakaian bekas
impor, akhirnya membuka usaha jualan pakaian bekas impro
di ruko yang ada di rumah dan di Car free day yang berada di
Bantaran Kali Kota Madiun.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai ketika
barang tersebut datang dari pihak penjual barang tersebut
langsung dijual atau di bersihkan terlebih dahulu, Mas Nurlian
menjawab “biasanya kalo sudah buka ball saya pilih-pilih
dulu mas, mana yang branded dan yang bagus kemudian baru
saya loundry kalo nggak saya cuci dulu bajunya terlihat kotor
mas. Jadi saya memprioritaskan produk saya ketika barang
saya bagus layak dijualkan pembeli juga datang terus ke
saya.”26

Dari  hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan
bahwasannya sipenjual memprioritaskan kebersihan barang
dengan memilih barang mana yang layak dijual dan yang
tidak layak dijual, kemudian sipenjual mencuci ke loundry.

Kemudian peneliti menanyakan kemali mengenai, apakah

penjual mengetahui adanya aturan yang melarang jual beli

% Nurlian. Wawancara (Madiun, 18 Maret 2024).
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pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
40 Tahun 2022 dan apakah ada himbauan dari sisi penegak
hukum di Kota Madiun, Mas Nurlian menjawab “kalau
larangan tersebut saya tau karena sudah banyak berita yang
bermunculan, tapi ya gimana ya tetep liat orang masih banyak
yang berjualan saya ya ngikut, kalau dari sisi penegak
hukumnya saya belum dapat arahan terkait dilarang atau tidak
dan belum ada sosialisasi langsung ke sini. Dilihat dari
peminatnya masih banyak yang mencari jadi saya tetap
berjualan mas.”?’

Dalam wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasannya
dari penjual sudah mengetahui adanya larangan jual beli
pakaian bekas, namun sipenjual menyampaikan bahwasannya
belum ada himbauan dari sisi penegak hukum untuk
melakukan sosialisasi terkait jual beli pakaian bekas maka
sipenjual tetap berjual pakaian bekas kemudian didukung oleh

peminatnya yang masih ramai.

c. Subjek ketiga

Nama : Ningsih
Alamat D
Tanggal wawancara : 17 Maret 2024

%" Nurlian. Wawancara (Madiun, 18 Maret 2024).
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Bu Ningsih merupakan owner dari Thrift Murmer yang
berjualan di rumah dan di setiap Pasar Krempyeng. Peneliti
menanyakan sejak kapan bu Ningsih berjualan pakaian bekas,
bu Ningsih menjawab “Sudah tiga tahun ini berjualan sejak
covid itu saya sangat laris berjualan pakaian bekas impor.
Saya ambil barang di Bandung dan Surabaya. Untuk modal
saya kisaran enam juta setengah sampai sepuluh juta mas.”?

Bu Ningsih merupakan pensiunan guru, penjual sudah
berjalan sejak awal covid tahun 2020 sampai sekarang.
Barang yang dijual bermacam-macam mulai dari celana,
pakaian, topi, tas, ikat pinggang. Bu Ningsih berjualan di
setiap pasar krempyeng sehingga berkeliling, bu Ningsih juga
berjualan online di rumahnya.

Kemudian peneliti menanyakan lebih detail mengenai
barang yang baru datang apakah langsung dijual atau dipilih-
pilih, kemudian bu Ningsing menjawab “Ketika barang
datang itu belum bersih malah banyak yang reject, jadi setelah
saya pilih-pilih ada yang saya loundrykan dan ada yang saya
cuci sendiri seperti barang brand-brand itu saya cuci sendiri
untuk menjaga kualitasnya mas.”?

Dari  hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan

bahwasannya penjual tetap mendahulukan barang-barang

28 Ningsih, Wawancara (Madiun,17 Maret 2024).
2 Ningsih, Wawancara (Madiun,17 Maret 2024).
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yang akan dijual tersebut dipilih dan loundry kemudian
barang yang branded penjual cuci sendiri untuk menjaga
kualitas pakaiannya agar harganya tidak turun.

Kemudian peneliti penanyakan mengenai apakah penjual
sudah tahu ada larangan jual beli pakaian bekas yang
dikeluarkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, bu Ningsih Menjawab
“Adanya larangan tersebut saya tahu mas, tapi saya
tergantung barangnya mas kalo barangnya di pusat masih ada
ya saya masih tetap berjualan, toh gaada peneguran dari sisi
penegak hukum disini.”*°

Dari  hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan
bahwasannya penjual sudah tahu mengenai larangan jual beli
pakaian, namun dari sisi penegak hukum masih belum ada
peneguran dan sosialisasi maka penjual tetap berjualan.
Kemudian dari pusat barangnya masih menyediakan pakaian
bekas impor penjual tetap masih berjualan.

Bu ningsih berpendapat bahwasannya harusnya yang
ditegur itu pusatnya terlebih dahulu, tidak mungkin pedagang
kecil dulu. Menurut bu Ningsih produk lokal tidak menjaga
kualitasnya dilihat dari jahitan, kainnya yang masih kurang

bagus, seharusnya pemerintah kedepannya memberikan

%0 Ningsih, Wawancara (Madiun,17 Maret 2024).
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arahan agar produsen diberitahu agar kain dan jahitannya
lebih bagus agar bisa bersaing dengan pakaian bekas impor.
Kemudian kalau ada larangan dan ada himbauan bu Ningsih
berharap adanya sosialisasi dan solusi untuk pedagang kecil
tidak dirugikan.

d. Subjek keempat

Nama : Rico Pradipta
Alamat : J1. Purwosari Kota Madiun
Tanggal wawancara : 18 Juli 2024

Rico Pradipta merupakan mahasiswa yang sering membeli
pakaian bekas impor, peneliti menanyakan sejak kapan mas
rico mulai menyukai pakaian bekas tersebut, mas rico
menjawab “Kalau saya mulai tertarik dengan pakaian bekas
dari awal muncul pakaian bekas itu mas sampai sekarang.”31

Kemudian peneliti menanyakan lebih mendalam terkait
harga pakaian bekas dan produk yang sering dibeli, mas rico
menjawab “Untuk harga itu tergantung mas dilihat dari
brandnya dulu, biasanya mulai dari 100.000 sampai 300.000
kalau produk tersebut brand ternama ya lebih mahal lagi mas.
Saya sering beli hoodie, crewneck, jaket gitu mas.”*

Kemudian peneliti menanyakan keunggulan membeli

pakaian bekas luar negeri dibanding produk lokal, mas rico

%! Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).
%2 Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).
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menjawab “Ya dari harga yang terjangkau kita bisa
mendapatkan brand-brand luar negeri mas, walaupun bekas
tapi masih bagus-bagus.”33

Kemudian peneliti menayakan terkait apakah sudah
mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas impor,
mas rico menjawab “Sebenarnya saya sudah tau mas, tapi ya
mau gimana saya menyesuaikan budget saya yang masih
mahasiswa saya mau memiliki barang brand tetapi saya juga
tidak mau harganya mahal.”**

Dari  hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwasannya pembeli sudah mengetahui adanya larangan jual
beli pakaian bekas yang beredar di media social, namun
pembeli tetap memilih membeli pakaian bekas impor tersebut
dibandingkan produk lokal dengan beralasan masih
mahasiswa dan menyesuaikan budget yang pembeli miliki.

e. Subjek kelima
Nama : Tiara Nathaniela Yudita Putri
Alamat : JI. Trunolantaran Kota Madiun
Tanggal wawancara : 23 Juli 2024
Tiara nathaniela merupakan lulusan dari universitas

ternama yang ada di malang yang sering membeli pakaian

bekas impor, peneliti menanyakan sejak kapan mbak Tiara

%8 Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).
% Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).
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suka dengan pakaian bekas impor, mbak Tiara menjawab
“kalau suka itu udah lama mas dari jaman saya masih SMA,
soalnya saya kan cewe ya biasanya modelnya itu bagus-
bagus.”35

Kemudian peneliti menanyakan terkait barang bekas impor
apa yang biasa mbak tiara beli serta kisran harga berapa,
mbak tiara menjawab ‘“Biasanya saya membeli cardigan,
jaket, celana. Kalo harga biasanya saya itu 100.000 sampai
300.000, kalo cardigan itu ada yang 35.000 sampai 50.000
mas.”

Kemudian peneliti menanyakan lebih mendalam terkait
kenapa lebih memilih pakaian bekas impor disbanding produk
lokal, mbak Tiara menjawab “Diskonnya itu banyak mas,
contohnya seperti cardigan itu ada yang 100.000 dapat 3
bahan-bahannya juga bagus dan kalo kita nemu brand luar
negeri itu juga masih dengan diskon yang sama. Kita bisa
mendapatkan barang bagus dengan biaya yang cukup
murah.”’

Peneliti menanyakan Kembali terkait peraturan larangan
jual beli pakaian bekas apakah mbak tiara sudah mengetahui,

mbak Tiara menjawab “Sudah tau mas, tapi saya ngikutin

orang-orang apalagi temen saya masih banyak yang

% Tiara, wawancara (Madiun, 23 Juli 2024).
*® Tiara, wawancara (Madiun, 23 Juli 2024)
*” Tiara. wawancara (Madiun, 23 Juli 2024)
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menggunakan pakaian bekas impor ini selagi masih ada yang
menjual dan peminatnya masih banyak ya saya memilih
pakaian bekas impor mas, selain itu sepertinya belum ada
sosiaslisasi khusus tentang larangan pakaian bekas impor
tersebut mas.”*®

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut, bahwasannya
pembeli merasa belum ada sosialisasi khusus terhadap jual
beli larangan pakaian bekas impor di Madiun tersebut
sehingga masyarakat yang ada di Kota Madiun ini masih
leluasa membeli pakaian bekas impor. Selain harganya murah,
mereka tergiur dengan banyaknya diskon yang dilakukan oleh
pihak penjual sehingga mereka lebih memilih pakaian bekas
impor dengan harga terjangkau, mendapatkan diskon, dan

barang yang di dapat adalah barang brand luar negeri.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang
perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang
barang dilarang ekspor maupun impor sudah ditetapkan. Kebijakan
larangan tersebut dibuat karena dikhawatirkan akan membawa penyakit
yang mengancam kesehatan sehingga berpengaruh bagi kesejahteraan

masyarakat Indonesia, namun hingga sampai saat ini masih ditemukan

bahwasannya peraturan tersebut masih belum efektif.

% Tiara. wawancara (Madiun, 23 Juli 2024).
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Pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang ketat dalam
mengatasi impor barang bekas yang akan berpotensi merugikan industri
dalam negeri. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan
narasumber, bapak Anang selaku pegawai Dinas Pariwisata dan
Perdagangan di Kota Madiun menjelaskan bahwa “Produksi industri lokal
ini dirugikan oleh bisnis pakaian bekas tersebut mas, karena penjual
pakaian bekas itu berdalih dengan baju ini brand ternama dan murah kapan
lagi bapak ibu bisa mendapatkan brand brand ini dengan harga
telrjangkau”.39

Dalam wawancara tersebut bapak Anang mendukung penuh
industri lokal sehingga harus ditetapkan dengan ketat, namun dalam
praktiknya penerapan di Kota Madiun masih belum terlaksana dengan baik
dilihat dari banyak penjual yang tetap berjualan pakaian bekas impor di
Kota Madiun.

Pakaian bekas sering kita sebut dengan berbagai istilah seperti
Thrift, second hand, loak, cakar, thrift merupakan barang bekas yang bisa
kita jual kembali dengan kualitas yang masih bagus dan brand tersebut
brand yang ternama sehingga orang yang beli berantusias karena mereka
mendapatkan brand yang ternama dengan mendapatkan harga yang
terjangkau.

Thrift di Indonesia diperkirakan sudah muncul sejak 1980-an,

perkembangan pakaian bekas tersebut muncul di wilayah perbatasan

% Anang Wibowo, Wawancara (Madiun, 15 Desember 2023).
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negara tetangga seperti halnya Sumatra, Batam, Kalimantan, sampai
dengan Sulawesi menjadi tempat utama mereka mengimpor pakaian bekas
tersebut. Seiring berjalannya waktu bisnis tersebut mulai masuk di pulau
Jawa.

Meskipun sudah ada larangan terkait pakaian bekas ini, namun
sampai sekarang jual beli pakaian bekas di Kota Madiun masih banyak
yang menjual khususnya di Sunday Market Kota Madiun. Lokasi tersebut
juga sebagai tempat untuk dilaksanakannya penelitian bagi penulis karena
Sunday Market juga menjadi ikon untuk pengusaha yang ingin
mengembangkan bisnisnya.

Dalam penegakan hukum mengenai efektivitas terkait Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi hukum tersebut dalam masyarakat:

1. Kaidah hukum atau peraturan hukum

Dalam faktor kaidah hukum ini mengacu pada Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan
impor maupun ekspor pakaian bekas, hal tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2)
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasannya

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,



49

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.*

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2)
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih berlaku,
sehingga masih dijadikan dasar hukum bagi pelaku usaha
dalam perdagangan pakaian bekas impor. Sehingga dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan
ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Tahun 1999
adanya konflik yang menjadikan peraturan tersebut tidak
efektif.

2. Penegak hukum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun hanya
mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan
terhadap kegiatan perdagangan, dan pembinaan pedagang
barang yang dilarang masuk seperti pakaian bekas tersebut
tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 98
(1) Tahun 2014 Tentang Perdagangan “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan perdaganan.”*!

Seperti yang di paparkan oleh bapak Anang selaku

narasumber dari pegawai Dinas Pariwisata dan Perdagangan

0 «pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,”
diakses 27 April 2024, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download index/files/e39ab-uu-
nomor-8-tahun-1999.pdf.

! Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.pdf,” t.t.
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Kota Madiun diatas, bahwasannya dalam teori efektivitas
terkait penegak hukum tersebut penjualan pakaian bekas di
Kota Madiun boleh boleh saja berjualan. Karena dilihat dari
sisi penegak hukumnya yang kurang memperdulikan
mengenai efektif atau tidak peraturan tersebut di daerah Kota
Madiun. Sehingga aturan pemerintah dalam larangan
penjualan pakaian bekas di Kota Madiun belum efektif.
Sarana dan fasilitas

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan
Perdagangan sangat terbatas dalam sarana dan prasarana,
sehingga Dinas tersebut hanya melakukan pengawasan dalam
setiap kegiatan perdagangan, namun hal tersebut masih bisa
diantisipasi melalui kerjasama yang dilakukan setiap inspeksi.
Polisi, pamong praja, dan Dinas Kesehatan melakukan
kerjasama sehingga pengujian baik itu sarana atau fasilitas
tidak lagi digali lebih dalam.

Dari hasil wawancara oleh bapak Anang selaku pegawai
Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun ketika ada
penjual yang masih berjualan pakaian bekas impor di Kota
Madiun tidak di beri sanksi “Kita dari Dinas tidak
memberikan sanksi kepada penjual, karena pada saat
pemeriksaan di pelabuhan baik itu pakaian bekas atau barang

barang yang masuk di Indonesia tersebut merupakan
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pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan, hal tersebut
merupakan kewenangan pusat. Disini kami yang daerah hanya
bisa menolak atau tidak memberikan izin ketika ada pedagang
yang meminta izin dagang”42

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwasannya dari dinas pariwisata dan perdagangan di kota
Madiun ketika masuk dalam hal perizinan pakaian bekas hal
tersebut tidak diizinkan berdagang atau menjual pakaian
bekas impor.

Kemudian pemerintah pusat belum melakukan pemeriksaan
yang ketat terkait pakaian bekas yang masuk di Indonesia,
seharusnya pemerintah pusat memperketat pengawasan yang
berada di pelabuhan-pelabuhan yang sering terdapat
pengiriman pakaian bekas untuk mengurangi penyebaran
pakaian bekas impor di Indonesia.Dari dinas perdaganga juga
tidak ada sanksi atas penjualan pakaian bekas impor tersebut

4. Kesadaran Masyarakat

Jual beli pakaian bekas yang ada di Sunday Market dibuka
sekitar pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.
Masyarakat yang datang disana tidak sedikit yang tertarik
dengan pakaian bekas, karena thrift merupakan pakaian bekas

yang harganya terjangkau sehingga kita bisa mendapatkan

) .
Anang Wibowo, Wawancara.
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pakaian yang berkualitas dan sangat layak disana, terutama
bagi pembeli yang masih remaja sering mencari baju dengan
model baru atau model yang lama.

Dalam hal tersebut penulis menarik kesimpulan
bahwasannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40
Tahun 2022 tentang Larangan Pakaiam Bekas di Sunday
Market Kota Madiun dan sekitarnya belum efektif.

Ketertarikan penjual dalam menjual pakaian bekas tersebut
karena bisnis ini sangat menjanjikan bagi si penjual dengan
modal yang dibilang sedikit 5-7 jutaan mereka bisa meiliki
untung 2 sampai 3 kali lipat. Tidak hanya itu saja penjual
menjual dengan dibawah harga, hal tersebut mengundang
banyak masyarakat untuk membeli pakaiannya.

Berdasarkan faktor masyarakat, masyarakat sendiri masih
membutuhkan kebutuhan pakaian yang berkualitas dengan
harga terjangkau, sehingga tidak heran kalau permintaan pasar
terkait impor pakaian bekas ini masih berjalan. Melihat
konsumen dan peminatnya begitu banyak maka hal tersebut
sebagai peluang bagi para usaha untuk melakukan usahanya
di bidang pakaian bekas impor.

Kemudian peneliti memeberikan pertanyaan terkait apakah
penjual sudah mengetahui adanya larangan jual beli pakaian

bekas impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,
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Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan peneliti diatas
dapat disimpukan bahwasannya penjual pakaian bekas di Kota
Madiun sudah mengetahui terkait adanya larangan penjualan
pakaian bekas impor yang ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut penjual bisnis pakaian bekas sudah menjadi ladang
mencari uang unutk melanjutkan kehidupan mereka.
Meskipun sudah  mengetahui  Peraturan = Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 namun pedagang
memilih tetap berjualan karena meskipun ada peraturan
tersebut masih banyak orang yang mencari pakaian bekas
impor, kemudian dari sisi penegak hukum belum ada tindak
lanjut di Kota Madiun terkait peraturan tersebut. Jika
pemerintah menindaklanjuti pelaku usaha pakaian bekas maka
tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin menambah.
Pedagang memberikan saran semisal peraturan tersebut
diterapkan harus ada solusi bagi para pedagang pakaian bekas

impor.

B. Analisis Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun
2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota
Madiun

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya
keberhasilan dalam melakukan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga

efektivitas tersebut selalau berkaitan dengan hubungan antara hasil yang
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telah diharabkan dan dicapainya suatu tujuan. Efektivitas merupakan
berhasilnya suatu tugas, fungsi dari pelaksaannya, sehingga efektivitas
hukum merupakan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
direncanakan sebelumnya dimana target yang telah ditetapkan berjalan
sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dengan
mewujudkan kepastian dan keadilan bagi masyarakat di Indonesia.
Kepastian hukum terdapat kaedah-kaedah hukum umum yang berlaku,
sehingga kaedah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.
Artinya masyarakat mengetahu seluruhnya apakah hal tersebut boleh atau
tidak untuk dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, sehingga
kepentingan-kepentingan masyarakat tidak dirugikan dalam batasan yang
layak.43

Dalam teori efektifitas hukum yang diberikan oleh Soerjono
Soekanto merupakan sikap tindakan perilaku yang pantas, sehingga
terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum itu
sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor
masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor efektifitas hukum yang pertama merupakan faktor hukum
itu sendiri. dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
Tentang larangan jual beli pakaian bekas impor bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan

* Soerjono Soekanto, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di

Indoensia” (Jakarata: Universitas Indonesia, 1976), 40.
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Konsumen 1999 yang bersisi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan
barang yang rusak, cacar atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”** Dilihat dari
Undang-Undang tersebut bahwasannya pengusaha diizinkan untuk
menjual belikkan barang bekas dengan syarat harus memberikan informasi
atas kondisi barang yang dijualnya.

Dalam hasil wawancara kepada narasumber, narasumber yang
bernama bu Ningsih menjelaskan bahwasannya setiap ada pembeli beliau
selalu memberikan informasi bahwa barang yang dijualnya ini adalah
barang mantan atau barang bekas impor. Pada ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Pasal 8 (2) Undang-Undnag Perlindungan Konsumen 1999
belum dihapus dan masih menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha.
Sehingga terdapat perselisihan dalam hukum ini yang menyebabkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tehadap larangan
pelaku bisnis pakaian bekas di Kota Madiun tidak efektif,

Faktor yang kedua, yaitu faktor penegak hukum. Berfungsinya
suatu hukum harus dipengaruhi oleh mentalitas dari kepribadian para
penegak hukum. Ketika hukum yang dibuat sudah baik maka dalam proses
pelaksanaannya ditentukan para penegak hukum. Dalam hal ini penegak
hukum tidak boleh melakukan perannya dengan sesuka hati, penegak
hukum wajib mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku dari

manusia dalam keputusan moral.

# «pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”
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Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam menjalankan tugasnya
sebagai pengawas yang tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan
Pasal 98 (1) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mempunyai
kewenangan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, dan pembinaan
perdagangan barang yang dilarang. Namun dalam lapangan sampai saat ini
masih ditemukan orang yang berjualan pakaian bekas impor walaupun
sudah diadakannya sosialisasi untuk larangan jual beli pakaian bekas
impor di Kota Madiun.

Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap larangan jual beli pakaian
bekas impor di Kota Madiun masih belum efektif karena belum ada tindak
lanjut yang diberikan oleh Dinas Perdagagan dan Pariwisata.

Faktor yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini sangat
penting adanya dukungan tertentu untuk penegakan suatu hukum.
Sehingga usaha dalam penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan
lancar. Yang dimaksud adanya sarana dan fasilitas disini yaitu dalam
tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, terdapat organisasi,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Dalam hasli wawancara oleh bapak Anang, beliau menyatakan
bahwasannya seharusnya ketekita pakaian bekas tersebut sampai di daerah
tertentu, pemerintah pusat wajib memperketat pengawasan di pelabuhan-
pelabuhan yang terdapat ekspor maupun impor sehingga menghindari

penyebaran pakaian bekas impor. Jika dikaitkan dengan efektifitas hukum
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terkait saranan dan fasilitas merupakan kurangnya tenaga kerja dan
organisasi yang baik ketika menjalankan aturan tersebut.

Faktor keempat, kesadaran masyarakat dan kebudayaan.
Masyarakat sendiri sebenarnya sudah mengetahui tentanga danya aturan
larangan jual beli pakaian bekas impor, namun disisi lain mereka
berpendapat bahwasannya peminat pakaian bekas impor ini masih banyak
bahkan pasarnya juga semakin luas. Dari segi bahan dan kualitas yang
bagus dan harga yang pastinya terjangkau kemudian dari sisi penjual
masih bingnung akan harus berjualan apa lagi dengan modal terjangkau
dan mendapat keuntungan dua kali lipat seperti menjual pakaian bekas
impor tersebut. Dalam hal ini banyak penjual yang memilih dan bertahan
dengan menjual pakaian bekas impor karena selam aini juga belum ada

tindakan dari pemerintah khususnya di Sunday Market Kota Madiun.

C. Tinjauan Maslahah Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas
Impor di Kota Madiun
Maslahah menurut bahasa yaitu manfaat, sedangkan maslahah
menurut istilah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau
menolak segala kemungkinan yang merusak.
Al-Gazhali berpendapat bahwa maslahah dalam pengertian
dasarnya mengusahakan yang bermanfaat dan menyingkirkan hal yang
berbahaya, namun tidak hanya itu masalahah menjami tujuan hukum

dimana maslahah menjamin dalam pemeliharaan terhadap lima hal yaitu,”

*> Abdul Mun’in Saleh, Madhhab Syafi’i, Kajian Konsep Al-Maslahah, 17.
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pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal
yang menjamin pemeliharaan terhadap kelima tersebut disebut maslahah.

Dapat disimpulkan bahwa maslahah merupakan hal yang dianggap
baik oleh akal sehingga mendatangkan hal yang baik dan menyingkirkan
hal yang berbahaya.

Kemaslahatan manusia menurut Asy-Syaitbi dapat
dilaksanakannya kelima unsur poko kehidupan dalam manusia sehingga
bisa dipelihara, kelima unsur tersebut yaitu, agama, jiwa, akal. Harta
benda, dan keturunan. Kemudian Asy-Syaitbi berpendapat bahwa ada tiga
tingkatan dalam maslahah yaitu:46

1. Maslahah al-Daruriyah

Maslahah Daruriyah merupakan kemaslahatan dengan
memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
Ketika lima hal tersebut sudah tercapai maka kehidupan
keagaamaan di dunia akan seimbang, sebaliknya jika
kemaslahatan tidak ada makan akan ada kekacauan dalam
hidup keagamaan serta manusia.

Penjual pakaian bekas impor di Kota Madiun sudah
mengandung kemaslahatan walaupun masih ada
kemudharatannya. Penjual di Kota Madiun sudah sesuai
dengan tujuan syariah. Jual beli pakaian bekas termasuk dalam

katogori Al-dharuriyah ~ yaitu memelihara harta. Dalam

* Amir Syarifuddin, Ushul Figih Jilid 1, 19.



59

memelihara harta tidak boleh mencuri serta menghalalkan
berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Seperti yang dikatakan bu Ningsih “Setelah barang datang
itu saya pilih-pilih dulu mas, jadi ada yang di loundry dan ada
yang saya cuci sendiri. kalo barangnya branded itu saya cuci
sendiri khusus agar kualitasnya tetap sama’*’

Bisa disimpulkan bahwa penjual selalu mementingan
kebersihan dan menjaga barangnya tetap baik ketka dijual
sehingga hal yang dilakukan bu Ningsing sesuai dengan
magqasid syariah.

Islam selalu mewajibkan umatnya untuk mencari harta
dengan jalan yang baik. Dengan berjualan pakaian bekas impor
penjual mendapatkan harta dengan halal dan tidak dilarang oleh
syariat. Para penjual juga membuka lapangan pekerjaan bagi
orang lain, sehingga orang lain dapat memenuhi kebutuhannya
serta mengurangi tingkatan pengangguran di Indonesia.

2. Maslahah al- Tahsiniyyah

Maslahah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahaatan yang
sifatnya tersier atau mewah. Maslahah ini lebih unggul dalam
tingkah laku, dimana menjauhkan diri dari sifat tercela dan
tidak terpuji. Dalam hal ini maka penjualan pakaian impor

bertentangan jika fitinjau dari maslahah tahsiniyyah.

4 Ningsih, Hasil Wawancara, 17 Maret 2024.
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Dilihat dalam wawancara ketika peneliti menanyakan
ketika barang sampai apakah pakaian tersebut dalam keadaan
bersih kemudian penjual menjawab ketika barang sampai ke
tempat secara ball-ballan dalam keadaan kotor dan belum
dicuci kemudian ada yang di cuci dan ada yang di jual begitu
saja ketika yang dicuci hanya barang yang bermerek saja, hal
ini dapat membahayakan sisi pembeli.

Jika ditinjau dari maslahah tahsiniyyah maka hal tersebut
bertentangan karena maslahah tahsiniyyah tidak membolehkan
sesuatu yang tidak bak bagi semua orang. Dalam hal ini
malsahah harus berjalan beriringan sesuai dengan prinsip islam.
. Maslahah al-Hajjiyah

Al-Maslahah al-Hajjiyah adalah maslahah yang sifatnya
sekunder atau kebutuhan pokok, sehingga diperlukan seseorang
dalam memberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan
sehingga dalam hidup dapat menghilangkan segala kesulitan.
Jika tingkat kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka akan
mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
serta harta benda dalam diri manusia. Tujuan hukum yang sah
ketika berjualan yaitu mendatangkan kemaslahatan dan
menolak kemudharatan, sebaliknya jika dilarang oleh syariat

akan ada mafsadat serta mengandung bahaya didalamnya.
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Seperti yang dijelaskan narasumber oleh peneliti dimana
mereka menggunakan modal mereka untuk bisnis pakaian
bekas impor dan membantu dari sisi perekonomian mereka
untuk kebutuhan hidup, ketika mereka mengetahui adanya
peraturan yang tidak membolehkan mereka berjualan tetapi
mereka tidak ada pilihan lain untuk tetap berjualan. Disisi lain
karena kurangnya pemantauan dari sisi penegak hukum dan
kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga hal tersebut menjadi
faktor mereka tetap melakukan jual beli pakaian bekas impor
meskipun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan

untuk menjawab rumusan yang ada yaitu:

1.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang
Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun masih
belum efektif. Dalam teori efektifitas hukum yang dipaparkan oleh
Soerjono sukanto terdapat 5 (lima) yaitu faktor hukum itu sendiri,
yang kedua faktor penegak hukum di Kota Madiun masih belum
dilaksanakan dengan baik dan belum ada sosialisasi terhadap pedagang
maupun pembeli, faktor ketiga sarana dan fasilitas, faktor yang
keempat kesadaran masyarakat dan kebudayaan, para pedagang
banyak yang sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian
bekas namun mereka masih tetap berjualan karena masih banyak
masyarakat yang mencari pakaian bekas, kemudian dari segi pasarnya
pun masih tetap ramai sehingga pedagang masih tetap berjualan
sampai saat ini.

Dilihat dari tinjauan maslahah dimana dalam Negara Republik
Indonesia harus patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat dan
melaksanakannya dengan baik. Kemudian terdapat tiga sifat maslahah

yaitu, al-Dharuriyyah, al-Hajjiyah, al-Tahsiniyyah. Dimana islam
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memerintahkan untuk mencari harta dengan halal, dan melalui
penjualan pakaian bekas impor ini penjual sudah mendapatkan harta
melalui cara yang halal. Dalam hal tersebut masuk kedalam jenis
maslahah al-Dharuriyyah, hal tersebut juga membuka lapangan
pekerjaan bagi orang yang membutuhkan dan dapat memenuhi
kebutuhan manusia. Kemudian maslahah al-hajjiyah, kemaslahatan
dalam hal sekunder atau kebutuhan pokok, dimana bisnis pakaian
bekas impor dapat memenuhi kebutuhan penjual. Jika hal tersebit
dihentikan dengan paksa dengan peraturan larangan yang dibuat oleh
pemerintah maka dapat mempengaruhi pemasukan perekonomian
mereka. Selanjutnya maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemasalhatan
yang sifatnya tersier maksudnya menghindari sesuatu yang dilihat
sebaliknya oleh akal sehat dan menjauhkan diri dari sifat tercela dan
tidak terpuji. Seperti halnya ketika barang impor tersebut datang
kerumah penjual dalam keadaan kotor, rusak, najis kemudia langsung
di perjual belikan, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan
maslahah al-Tahsiniyyah karena dapat membahayakan kesehatan bagi

pembeli.

B. Saran
Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran
yang dapat di sampaikan oleh peneliti yaitu:
1. Kepada Dinas perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun harus lebih

gencar dalam mensosialisasikan Peratuan Menteri Perdagangan Nomor
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40 Tahun 2022 tentang larangan penjualan pakaian bekas impor
dengan baik kepada para penjual tidak hanya di Sunday market saja
tetapi di seluruh Kota madiun.

Kepada masyarakat Kota Madiun untuk menghindari pembelian
pakaian bekas impor dan pintar-pintar untuk memilih produk, karena
terdapat banyak bakteri di dalam pakaian yang menyebabkan alergi
dalam kulit. ketika membeli pakaian diwajibkan untuk dicuci atau
direndam air panas dahulu untuk membunuh kuman yang berada di

pakaian.
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Lampiran 1.3 — Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Kepada Dinas Perdagangan Kota Madiun

. Apa alasan dibalik peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022
tentang larangan jual beli pakaian bekas impor tersebut ?

. Di Kota Madiun masih banyak yang berjualan pakaian bekas impor,
apakah dari dinas perdagangan sudah melakukan survei atau pengecekan
secara langsung, karena sudah ada peraturannya tetapi masih banyak yang
berjualan?

. Apakah sudah ada sosialisasi dari dinas perdagangan mengenai aturan
tersebut?

. Bagaimana implementasi larangan tersebut akan diawasi dan ditegakkan?

. Apakah ada pengecualian atau ketentuan khusus dalam larangan tersebut?

. Apakah ada prosedur/mekasnisme untuk mendapatkan izin penjual baju
bekas impor tersebut dikarenakan masih banyak yang berjualan di kota
Madiun?

. Apa ada Solusi jika pedagang pakaian bekas impor tersebut tidak
diperbolehkan berjualan, bagaimana dengan kehidupan mereka?

. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi

larangan tersebut di Kota madiun?



10.

11.

12.

71

Pertanyaan Kepada Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor

Dengan siapa saya berbicara?

Apa nama lapak thrifnya?

Bapak/Ibu dari jam berapa sampai samberapa?

Di dunia thrift ini sudah berapa lama berjualan?

Barang yang diambil dari mana, dan untuk harga pel ball kisaran berapa?
Apakah barang yang dijual ini sebelumnya sudah di cuci dahulu atau
tidak?

Untuk harga per barang dari berapa?

Apakah barang yang dijual ini bisa ditawar?

Apakah saudara sudah menjelaskan bahwasannya barang yang dijual ini
adalah barang bekas?

Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 40 Tahun 20227?

Apakah dari sisi penegak hukum sudah ada sosialisasi?

Yang mendorong saudara tetap berjualan apa, kan sudah ada peraturannya?
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Pertanyaan Kepada Pelaku Pembeli Pakaian Bekas Impor

. Dengan siapa saya berbincang?

Sudah berapa lama saudara tertarik dan membeli pakaian bekas ini?

. Apa barang yang sering saudara beli?

. Untuk harga biasanya kisaran dari berapa?

. Apa keunggulan membeli pakaian bekas impor?

. Apakah lebih memilih pakaian bekas atau pakaian produk lokal?

. Apakah saudara mengetahui adanya larangan terkait pakaian bekas impor?

. Apa yang mendorong saudara masih membeli pakaian bekas impor?
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Lampiran 1.4 — Dokumentasi Wawancara

Figure 1 Wawancara dengan Bapak Anang sebagai Suub Koordinator
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri dari Dinas Prariwisata dan
perdagangan Kota Madiun

Figure 2 Wawancara dengan ibu Ningsih, sebagai Penjual Pakaian Bekas Impor
di Kota Madiun
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Figure 3 Wawancara dengan Mas Nurlian, Sebagai Pemilik dan Penjual Pakaian
Bekas Impor

Figure 4 Wawancara dengan Mas Rico, sebagai Konsumen atau Peminat Pakaian
Bekas Impor

Figure 5 Wawancara dengan Mbak Tiara, sebagai Konsumen atau Peminat
Pakaian Bekas Impor
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